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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi kebijakan afirmasi perempuan dalam Pemilihan 

Umum Legislatif di Kota Bengkulu telah memiliki dasar hukum 

yang kuat berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Partai politik pada 

umumnya telah memenuhi ketentuan kuota minimal 30% 

keterwakilan perempuan dalam pencalonan. Namun, 

implementasinya masih lebih berorientasi pada pemenuhan 

persyaratan administratif daripada peningkatan keterwakilan 

perempuan secara substantif. Rendahnya keterpilihan perempuan 

masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, lemahnya kaderisasi, serta 

belum optimalnya dukungan partai politik. 

2. Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah, kebijakan afirmasi perempuan 

dapat dibenarkan karena sejalan dengan prinsip al-'adalah 

(keadilan), al-musawah (persamaan), asy-syura (musyawarah), dan 

al-maslahah (kemaslahatan) yang merupakan prinsip prinsip siyasah 

dusturiyah. Kebijakan ini merupakan bentuk ijtihad pemerintah 

untuk mewujudkan keadilan substantif dan memberikan kesempatan 



 

 

 

yang setara bagi perempuan dalam kehidupan politik. Dengan 

demikian, kebijakan afirmasi tidak bertentangan dengan syariat 

Islam, melainkan  menjadi instrumen untuk mewujudkan 

kemaslahatan dan pemerintahan yang lebih inklusif. 

B. Saran 

1. Kepada pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pembentuk kebijakan, diharapkan 

dapat terus memperkuat implementasi kebijakan afirmasi perempuan 

melalui penyempurnaan regulasi, penguatan mekanisme 

pengawasan, serta evaluasi terhadap efektivitas penerapan kuota 

30% keterwakilan perempuan. Selain itu, diperlukan kebijakan yang 

tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif 

pencalonan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas, kapasitas, 

dan peluang keterpilihan perempuan dalam lembaga legislatif.  

2. Kepada partai politik, diharapkan mampu melaksanakan kaderisasi 

perempuan secara berkelanjutan, transparan, dan berbasis 

kompetensi. Partai politik hendaknya tidak menjadikan kuota 

keterwakilan perempuan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi memberikan 

kesempatan yang setara kepada perempuan dalam proses rekrutmen, 

penempatan nomor urut calon, pendidikan politik, serta dukungan 



 

 

 

selama proses pemilihan sehingga tujuan kebijakan afirmasi dapat 

tercapai secara substantif.  

3. Kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

bahwa keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan 

bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi, keadilan, dan persamaan 

hak yang dijamin oleh konstitusi maupun ajaran Islam. Dukungan 

masyarakat terhadap calon legislatif perempuan yang memiliki 

integritas dan kompetensi akan menjadi faktor penting dalam 

meningkatkan kualitas representasi politik perempuan.  

4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai salah satu referensi untuk mengembangkan kajian 

mengenai kebijakan afirmasi perempuan dengan ruang lingkup yang 

lebih luas, misalnya melalui pendekatan komparatif antar daerah, 

analisis efektivitas kebijakan setelah perempuan terpilih menjadi 

anggota legislatif, ataupun kajian mengenai pengaruh budaya politik, 

sistem kepartaian, dan faktor sosial terhadap keberhasilan 

implementasi kebijakan afirmasi. Selain itu, penelitian selanjutnya 

juga diharapkan dapat memperkaya kajian Fiqh Siyasah dalam 

konteks hukum tata negara Indonesia sehingga tercipta integrasi 

yang lebih komprehensif antara hukum positif dan nilai-nilai hukum 

Islam. 
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